
ASISTEN I 
PERANGKAT OAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

HU KUM 
SEKOA 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendelegasian Kewenangan 
Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan 
Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2019 ten tang 
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan 
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 78 Tahun 2019; 

b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Gubemur Nomor 78 
Tahun 2019 dimaksud, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 
perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian 
dan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan 
Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Barat; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6780); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian 
Insentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6619); 

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 109 Tahun 2020 ten tang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ten tang Komite 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 
tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256); 

18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 128); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 201 7 ten tang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 

21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan 
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Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 

22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 273); 

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman 
Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 6); 

27. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 ten tang 
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan 
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 ten tang 
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan 
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 
Nomor 79); 

28. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 126); 
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(1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Gubemur mendelegasikan kewenangan penandatanganan 
penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas. 

(2) Sektor dan Bidang Usaha Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan 
kepada Kepala Dinas se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan 
penyesuaian dan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
1n1. 

(3) Sektor dan Bidang Usaha Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat di tarn bah/ diubah sesuai dengan perkembangan dan 
regulasi terkait perizinan dan nonperizinan berdasarkan surat usulan 
penyerahan wewenang perizinan dan nonperizinan oleh Perangkat Daerah dan 
Unit Kerja Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dihapus. 
(5) Semua Bidang Usaha yang dikategorikan perizinan sebagaimana tercantum di 

dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan telah 
dilimpahkan/ didelegasikan ke DPMPTSP harus diproses secara terintegrasi 
melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) 
kecuali terhadap perizinan yang di tentukan lain berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan 
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 78 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Pendelegasian 
Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79) diubah 
se bagai beriku t: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Pasal I 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN 
PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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(1) Penyelenggaraan PTSP meliputi: 
a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan 

nonpenzman; 
c. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan; 

dan 
d. mencabut dan membatalkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang 

dilakukan diluar OSS-RBA. 
(2) Pemberian atau penolakan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP 

dilaksanakan oleh Kepala Dinas setelah mendapat verifikasi (untuk izin OSS­ 
RBA) dan Pertimbangan Teknis (Perizinan dan Nonperizinan di luar OSS-RBA) 
dari Kepala Perangkat Daerah terkait dan berdasarkan pertimbangan Tim 
Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa, kajian teknis dan lain­ 
lain yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas. 

(3) Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka 
penerbitan dokumen atau penolakan, pencabutan dan pembatalan perizinan 
dan nonperizinan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas. 

(4) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan 
administrasi perizinan dan nonperizinan. 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) Penyelenggaraan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis Perangkat 
Daerah yang ditugaskan di DPMPTSP. 

(2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas 
teknis Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di 
bidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Kompetensi personil dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku. 

(4) Unsur petugas teknis Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditunjuk oleh Kepala 
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah terkait sebagai anggota Tim Teknis 
sesuai bidang tugasnya. 

(5) Tim Teknis bertugas memproses perizinan dan nonperizinan sesuai bidang 
tugasnya dan menyampaikan hasil analisa dan kajian pertimbangannya 
kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku 
penanggungjawab. 

Pasal 4 

(5a) Terhadap perizinan dan nonperizinan yang tidak diakomodir dalam Lampiran 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dilaksanakan secara manual 
dan/atau melalui aplikasi mandiri yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. 

(6) Prosedur, tatacara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan 
penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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(1) Pemohon penzman dan nonperizman mempunyai hak menyampaikan 
pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan 
dan/ atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau Standar 
Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan. 

Pasal 13 

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pada DPMPTSP, Gubernur 
memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan Tim Teknis sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. 

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Kepala Dinas berkewajiban untuk: 
a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, 

transparan dan bermutu; 
b. menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari 

permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan nonperizinan 
kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP); 

c. menyampaikan tembusan perizinan dan nonperizinan kepada Perangkat 
Daerah dan Unit Kerja Teknis terkait; dan 

d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap 
triwulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya. 

(2) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Kepala 
Dinas yang memuat jenis perizinan dan nonperizinan, pengertian, dasar 
hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu 
penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/ atau 
fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan 
pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksanaan dan dilaporkan kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Dalam pengelolaan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP juga menerapkan 
pelayanan secara online secara bertahap. 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(6) Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah Teknis memiliki kewenangan 
untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau 
ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan berdasarkan hasil 
analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim teknisnya. 

(7) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah yang besarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 



BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3(:) 

HARIS SON 

NSI KALIMANTAN BARAT, 

ws,, . 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal \b ~l)~~ ~~ 

r'GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal tc.. ~ 80~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(2) Pengaduan terhadap layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), disampaikan kepada Kepala Dinas serta Perangkat Daerah terkait. 

(3) DPMPTSP bersama Perangkat Daerah terkait wajib menanggapi dan 
menangani pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. 
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NO SEK TOR PERIZINAN NON PERIZINAN KET 
URUSAN 

PEMERINTAH 
l 2 3 4 5 
I. SEKTOR PERINDUSTRIAN 

1. Industri Pengolahan dan PP Nomor 
Pengawetan Produk Daging 5 Tahun 
dan Daging U nggas 2021 

2. Industri Penggaraman/ 
Pengeringan Ikan 

3. Industri Pengasapan/ 
Pemanggangan Ikan 

4. Industri Pembekuan Ikan 
5. Industri Pemindangan Ikan 
6. Industri Peragian/ 

Fermentasi Ikan 
7. Industri Ber basis Daging 

Lumatan dan Surim 
8. Industri Pendinginan/ 

Pengesan Ikan 
9. Industri 

Pengolahan/ Pengawetan 
Lainnya Untuk Ikan 

10. Industri Pengolahan dan 
Pengawetan Ikan dan Biota 
Air (Bukan Udang) dalam 
kaleng 

11. Industri Pengolahan dan 
Pengawetan Udang Dalam 
Kaleng 

12. Industri Penggaraman / 
Pengeringan Biota Air 
Lainnya 

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN 

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

LAMPI RAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR: go TAHUN 2022 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 
2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! KALIMANTAN 
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13. Industri Pengasapan/ 
Pemanggangan Biota Ai 
lainnya 

14. Industri Pembekuan 
Air Lainnya 

15. Industri Pemindangan 
Air Lainnya 

16. Industri Peragian/ 
Fermen tasi Biota Air Lainny 

1 7. Industri Berbasis Lumat 
Biota Air Lainnya 

18. Industri 
Pendinginan / Pengesan Bio 
Air Lainnya 

19. Industri Pengolahan Rumpu 
Laut 

20. Industri Pengolahan d 
Pengawetan Lainnya untu 
Biota Air Lainnya 

21. Industri Pengasinan/ 
Pemanisan Buah-Buah 
dan Sayuran 

22. Industri Pelumatan Buah­ 
Buahan dan Sayuran 

23. Industri Pengeringan Buah­ 
Buahan dan Sayuran 

24. Industri Pembekuan Buah­ 
Buahan dan Sayuran 

25. Industri Pengolahan 
Pengawetan Buah-buah 
dan Sayuran dalam Kaleng 

26. Industri Pengolahan S 
Buah dan Sayuran 

27. Industri Tempe Kedelai 
28. Industri Tahu Kedelai 
29. Industri Pengolahan 

Pengawetan Kedelai 
Kacang-kacangan Lainny 
selain Tahu dan Tempe 

30. Industri Pengolahan d 
Pengawetan Lainnya Buah­ 
Buahan dan Sayuran 

31. Industri Minyak Mentah d 
Lemak Nabati 

32. Industri Margarine 

33. Industri Minyak Mentah d 
Lemak Hewani Selain Ikan 

34. Industri Minyak Ikan 
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35. Industri Minyak Goren 
Bukan Minyak Kelapa 
Minyak Kelapa Sawit 

36. Industri Kopra 
37. Industri Minyak 

Kela pa 
38. Industri Minyak 

Kela pa 
39. Industri Tepung dan Pele 

Kela pa 
40. Industri Minyak Ment 

Kelapa Sawit (Crude Pal 
Oil) 

41. Industri Minyak Mentah In · 
Kelapa Sawit (Crude Pal 
Kernel Oil} 

42. Industri Pemisahan/ 
Fraksinasi Minyak Menta 
Kelapa Sawit dan Miny 
Mentah Inti Kelapa Sawit 

43. Industri Permumian Miny 
Mentah Kelapa Sawit d 
Minyak Mentah Inti Kelap 
Sa wit 

44. Industri Pemisahan/ 
Fraksinasi Minyak 
Kelapa Sawit 

45. Industri Pemisahan/ 
Fraksinasi Minyak Mumi In · 
Kelapa Sawit 

46. Industri Minyak 
Kelapa Sawit 

4 7. Industri Minyak Mentah d 
Lemak Nabati dan Hewani 
Lainnya 

48. Industri Pengolahan 
Segar dan Krim 

49. Industri Pengolahan Sus 
Bubuk dan Susu Kental 

50. Industri Pengolahan Es Krim 
51. Industri Pengolahan E 

Sejenisnya yang Dapa 
Dimakan (Bukan Es Bat 
dan Es Balok) 

52. Industri Pengolahan Produ 
dari Susu Lainnya 

53. Industri Penggiling 
Gandum dan Serelia Lainny 
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Coklat dan Kembang Gula 
76. Industri Manisan Buah­ 

Buahan dan Sayuran Kering 
77. Industri Kem bang Gula 
78. Industri Kembang Gul 

Lainnya 
79. Industri Makaroni, Mie d 

Produk Sejenisnya 
80. Industri Makanan d 

Masakan Olahan 
81. Industri Pengolahan Kopi 

75. Industri Makanan 

54. Industri Penggilingan Anek 
Kacang 
Leguminous) 

55. Industri Penggilingan Anek 
Umbi dan Sayur 
(Termasuk Rhizoma) 

56. Industri Tepung Campur 
dan Adonan Tepung 

57. Industri Makanan Sereal 
58. Industri Tepung Terigu 
59. Industri Pati Ubi Kayu 
60. Industri Berbagai Mac 

Pati Palma 
61. Industri Glukosa 

Sejenisnya 
62. Industri Pati Lainnya 
63. Industri Penggilingan 

dan Penyosohan Beras 
64. Industri Penggilingan 

Pembersihan Jagung 
65. Industri Tepung Beras 

Tepung Jagung 
66. Industri Pati Beras 

Jagung 
67. Industri Pemanis dari Bera 

dan Jagung 
68. Industri Minyak dari Jagun 

dan Beras 
69. Industri Produk Roti dan Ku 
70. Industri Gula Pasir 
71. Industri Gula Merah 
72. Industri Sirop 
73. Industri Pengolahan Gul 

Lainnya Bukan Sirop 
74. Industri Kakao 
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Makanan Hewan 
98. lndustri Minuman 

Beralkohol Hasil Destilasi 
99. Industri Minuman Berakoho 

Hasil Fermentasi Anggur dan 
Hasil Pertanian Lainnya 

100.Industri Minuman Berakoho 
Hasil Fermentasi Malt 

101. Industri Malt 
102.Industri Minuman Ringan 
103.lndustri Air Minum clan Air 

Mineral 
104.Industri Air Kemasan 
105.Industri Air Minum Isi Ulang 
106.Industri Minuman Lainnya 
107. Industri Sigaret Kretek 

Tangan 
108.Industri Rokok Putih 
109. Industri Sigaret Kretek Mesin 
110.Industri Rokok Lainnya 
111. lndustri Pengeringan dan 

Pengolahan Tembakau 

Konsentra1 

82. Industri Pengolahan Herba 
(Helb Infusion) 

83. Industri Pengolahan Teh 
84. Industri Kecap 
85. Inclustri Bumbu Masak clan 

Penyedap Masakan 
86. lndustri Produk Masak dari 

Kela pa 
87. Industri Pengolahan Garam 
88. Industri Produk Masak 

lainnya 
89. lndustri Makanan Bayi 
90. Inclustri Kue Basah 
91. Industri Makanan dari 

Kedelai dan Kacang- 
Kacangan Lainnya bukan 
Kecap, Tempe clan Tahu 

92. Inclustri Krupuk, Kripik, 
Peyek dan Sejenisnya 

93. Industri Krimer Nabati 
94. Industri Dodol 
95. Industri Produk Makanan 

Lainnya 
96. Inclustri Ramsum Makanan 

Hewan 
97. Inclustri 
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Permadani 
134.Industri Tali 
135.Industri Barang dari Tali 
136.Industri Kain Pita 
137.Industri yang Menghasilkan 

Kain Keperluan Industri 
138.Industri Nonmoven 
139.Industri Kain Ban 
140.Industri Kapuk 
141. Industri Kain Tulle dan Kain 

Jaring 

dan Karpet 

Kain 
121. Industri Pencetakan Kain 
122.Industri Batik 
123.Industri Kain Rajutan 
124.Industri Kain Sulaman/ 

Bordir 
125.Industri Bulu Tiruan Rajutan 
126.Industri Barang Jadi Teksti 

untuk Keperluan Rumah 
Tangga 

127.Industri Barang Jadi Teksti] 
Sulaman 

128.Industri Bantal dan 
Sejenisnya 

129.Industri Barang Jadi Rajutan 
dan Sulaman 

130.Industri Karung Goni 
131.Industri Karung Bukan Goni 
132.Industri Barang Jadi Teksti 

Lainnya 
133.Industri 

Penyempurnaan 
Benang 

120. Industri 

Penyempurnaan 

112.Industri Bumbu Rokok serta 
Kelengkapan Rokok lainnya 

113.Industri Persiapan Serat 
Tekstil 

114.Industri Pemintalan Benang 
115.Industri Pemintalan Benang 

Jahit 
116.Industri Pertenunan (Bukan 

Pertenunan Karung Goni dan 
Karung Lainnya) 

11 7. Industri Kain Tenun Ikat 
118.Industri Bulu Tiruan 

Tenunan 
119. Industri 
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Imitasi 
156.Industri Barang dari Kulit 

dan Kulit Buatan Untuk 
Keperluan Pribadi 

157.Industri Barang dari Kulit 
dan Kulit Buatan Untuk 
Keperluan Teknik/Industri 

158.Industri Barang dari Kulit 
dan Kulit Buatan Untuk 
Keperluan Hewan 

159.Industri Barang dari Kulit 
dan Kulit Buatan Untuk 
Keperluan Lainnya 

160.Industri Alas Kaki untuk 
Keperluan Sehari-hari 

161. Industri Sep a tu O lahraga 
162. Industri Sepatu Teknik 

Lapangan/Keperluan 
Industri 

163.Industri Alas Kaki Lainnya 
164. Industri Penggergajian Kayu 
165.Industri Pengawetan Kayu 
166. Industri Pengawetan Rotan, 

Bambu dan Sejenisnya 

Buatan/ Kulit 155. Industri 

142.Industri Tekstil Lainnya Ytdl 
143.Industri Pakaian Jadi 

(Konveksi) dari Tekstil 
144.Industri Pakaian Jadi 

(Konveksi) dari Kulit 
145.Penjahitan dan Pembuatan 

Pakaian Sesuai Pesanan 
146. Industri Perlengkapan 

Pakaian dari Tekstil 
14 7. Industri Perlengkapan 

Pakaian dari Kulit 
148.Industri Pakaian Jadi dan 

Barang dari Kulit Berbulu 
149.Industri Pakaian Jadi 

Raj utan 
150. Industri Pakaian J adi 

Sulaman / Bordir 
151.Industri Rajutan Kaos Kaki 

dan Sejenisnya 
152. Industri Pengawetan Kulit 
153.Industri Penyamakan Kulit 
154.Industri Pencelupan Kulit 

Bulu 
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167.lndustri Pengolahan Rotan 
168.lndustri Partikel Kayu dan 

Sejenisnya 
169. Industri Kayu La pis 
170. Industri Kayu Lapis 

Laminasi, terrriasuk 
Decorative Plywood 

1 71. lndustri Panel Kayu Lainnya 
1 72. lndustri Venner 
173. lndustri Kayu Laminasi 
174.Industri Barang Bangunan 

dari Kayu 
175.Industri Bangunan 

Prafabrikasi dari Kayu 
176.Industri Wadah dari Kayu 
177. Industri Barang Anyaman 

dari Rotan dan Bambu 
178. Industri Barang Anyaman 

dari Tanaman Bukan Rotan 
dan Bambu 

179.Industri Kerajinan Uakiran 
dari Kayu Bukan Mebeller 

180.Industri Alat Dapur dari 
Kayu, Rotan dan Bambu 

181.Industri Kayu Bakar dan 
Pelet Kayu 

182. Industri Barang dari Kayu, 
Rotan, Gabus Lainnya Ytdl 

183. Industri Bubur Kertas (Pulp) 
184. lndustri Kertas Budaya 
185. lndustri Kertas Berharga 
186.lndustri Kertas Khusus 
187.lndustri Kertas Lainnya 
188.lndustri Kertas dan Papan 

Kertas Bergelombang 
189.lndustri Kemasan dan Kotak 

dari Kertas dan Karton 
1 90. Industri Kertas Tissue 
191. Industri Barang dari Kertas 

dan Papan Kertas Lainnya 
yang Tidak Dapat 
Diklasifikasikan di Tempat 
Lain 

192.lndustri Pencetakan Umum 
193. Industri Pencetakan Khusus 
194. Industri Pencetakan 3D 

Printing 
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Hara Campuran 
Primer 

195. Kegiatan Jasa 
Pencetakan 

196. Reproduksi Media Rekam 
Suara dan Piranti Lunak 

197. Reproduksi Media Rekam 
Film dan Video 

198. Industri Produk dari Ba 
Bara 

199. Industri Pembuatan Miny 
Pelumas 

00.Industri Pengolahan Kembali 
Minyak Pelumnas Bekas 

01. Industri Produk dari Hasi 
Kilang Minyak Bumi 

02. Industri Briket Batu Bara 
03. Industri Kimia Das 

Anorganik Khlor dan Alkali 
04. Industri Kimia Das 

Anorganik Gas Industri 
05. Industri Kimia Das 

Anorganik Pigmen 
06.Industri Kimia 

Anorganik Lainnya 
07. Industri Kimia 

Organik yang Bersumbe 
dari Hasil Pertanian 

08. Industri Kirnia Das 
Organik untuk Bahan B 
Zat Warna dan Pigmen, Za 
W arna dan Pigmen 

09. Industri Kimia 
Organik yang Bersumbe 
dari Minyak Bumi, Gas Al 
dan Batu Bara 

10.Industri Kimia Das 
Organik yang Menghasilk 
Bahan Kimia Khusus 

11. Industri Kimia 
Organik Lainnya 

12.Industri Pupuk Alam/ No 
Sintetis Hafa Makro Primer 

13.Industri Pupuk Bua 
Tunggal Hara Makro Primer 

14.Industri Pupuk 
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16.Industri Pupuk Hara Makr 
Sekunder 

1 7. Industri Pupuk Hara Mikro 
18. Industri Pupuk Pelengkap 
19. Industri Media Tanam 
20.Industri Pupuk Lainnya 
21. Industri Damar Bua 

(Resin Sintetis) dan Bah 
Baku Plastik 

22. Industri Karet Buatan 
23. Industri Bahan 

Pemberantas Hama (Bah 
Aktif) 

24.Industri Pemberantas Ham 
(Formulasi) 

25. Industri Zat 
Tumbuhan 

26. Industri Bahan Amelior 
(Pembenah Tanah) 

27. Industri Cat dan Tin ta Cetak 
28. Industri Pernis 

Mastik) 
29. Industri Lak 
30. Industri Sabun 

Pembersih Keperluan Rum 
Tangga 

31. Industri Kosmetik, Termasu 
Pasta Gigi 

32. Industri Kosmetik 
Hewan 

33. Industri Perekat Gigi 
34. Industri Perekat/Lem 
35. Industri Bahan Peledak 
36. Industri Tin ta 
37. Industri Minyak Atsiri 
38. Industri Korek Api 
39.Industri Minyak Atsiri Rant 

Tengah 
40. Industri Barang 

Lainnya Y tdl 
41. Industri Serat / Benang / 

Strip Filamen Buatan 
42.Industri Serat Stapel Buatan 
43.Industri Bahan Farmasi 

untuk Manusia 
44. Industri Produk Farmasi 

untuk Manusia 
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Tradisional untuk Hewan 
46. Industri Bahan 

untuk Hewan 
4 7. Industri Alat Kesehat 

dalam Subgolongan 2101 
48.Industri Bahan Baku Oba 

Tradisional 
49. Industri Produk 

Tradisional 
50. Industri Produk 

Tradisional untuk Hewan 
51.Industri Ban Luar dan B 

Dalam 
52. Industri Vulkanisir Ban 
53. Industri Pengasapan Karet 
54. Industri Remilling Karet 
55. Industri Karet Remah ( Crum 

Robben 
56. Industri Barang dari Kare 

untuk Keperluan Rum 
Tangga 

57.Industri Barang dari Kare 
untuk Keperluan Industri 

58. Industri Barang dari Kare 
untuk Keperlu 
Infrastruktur 

59. Industri Barang dari 
untuk Kesehatan 

60. Industri Barang dari 
Lainnya Ytdl 

61. Industri Barang dari Plas · 
untuk Bangunan 

62. Industri Barang dari Plasti 
untuk Pengemasan 

63.Industri Pipa Plastik d 
Perlengkapannya 

64. Industri Barang 
Lembaran 

65. Industri Perlengkapan d 
Perlengkapan Rumah Tangg 
(Tidak Termasuk Furnitur) 

66. Industri Barang d 
Peralatan Teknik/Indust · 
dari Plastik 

45. Industri Produk 
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Liat/ Keramik dan 
Lainnya Bukan 
Bangunan 

86.Industri Semen 
87. Industri Kapur 

Barang 

6 7. Industri Barang Plasti 
Lainnya Ytdl-Untuk Skal 
U saha Industri Keeil d 
Menengah 

68.Industri Kaea Lembaran 
69. Industri Kaea Pengaman 
70. Industri Kaea Lainnya 
71. Industri Perlengkapan d 

Peralatan Rumah Tangg 
dari Kaea 

72. Industri 
Laboraturium, 
Kesehatan dari Kaea 

73. Industri Kemasan dari Kaea 
7 4. Industri Alat Laboraturiu 

Klinis 
75. Industri Barang Lainnya d 

Kaea 
76. lndustri Bata, Mortar, Seme 

dan Sejenisnya yang Tah 
Api 

77.lndustri Barang Tahan Api 
dari Tanah Liat/ Kerami 
Lainnya 

78. lndustri Batu Bata 
Tanah Liat/Keramik 

79. Industri Genteng dari Tan 
Liat/ Keramik 

80. Industri Peralatan 
dari Porselin 

81. Industri Bahan Bangun 
dari Tanah Liat/Kerami 
Bukan Batu Bata d 
Genteng 

82. Industri Perlengkap 
Rumah Tangga dari Porselen 

83. Industri Perlengkap 
Rumah Tangga dari Tan 
Liat/ Keramik 

84. Industri Alat Laboratoriu 
dan Alat Listrik/Teknik dari 
Porselen 

85. Industri 
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88.Industri Gips 
89. Industri Barang dari Semen 
90.Industri Barang dari Kapur 
91. Industri Barang dari Seme 

dan Kapur untuk Konstruksi 
92.Industri Barang dari Gip 

untuk Konstruksi 
93. Industri Barang dari Asbe 

untuk Keperluan Bah 
Bangunan 

94.Industri Barang dari Asbe 
untuk Keperluan Industri 

95.Industri Mortar atau Beto 
Siap Pakai 

96.Industri Barang dari Semen, 
Kapur, Gips dan Asbe 
Lainnya 

97. Industri Barang dari Marme 
dan Granit untuk Keperlu 
Rumah Tangga dan Pajang 

98.Industri Barang dari Marrne 
dan dan Granit untu 
Keperluan Bahan Bangunan 

99. Industri Barang dari Ba 
untuk Keperluan Rum 
Tangga, Pajangan dan Bah 
Bangunan 

00. Industri Barang dari Marrner, 
Granit dan Batu Lainnya 

01. Industri Barang Gali 
Bukan Logam Lainnya Ytdl 

02.Industri Besi dan Baja Das 
(Iron And Stel Making) 

03. Industri Penggilingan 
( Steel Rolling) 

04.Industri Pipa 
Sambungan Pipa dari 
dan Besi 

05. Industri Pembuatan Log 
Dasar Mulia 

06.Industri Pembuatan Log 
Dasar Bukan Besi 

07. Industri Penggilingan Log 
Bukan Besi 

08.Industri Ekstrusi 
Bukan Besi 
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09.Industri Pipa 
Sambungan Pipa dari Log 
Bukan Besi dan Baja 

10.Industri Pengecoran Besi d 
Baja 

11. Industri Pengecoran 
Bukan Besi dan Baja 

12.Industri Barang dari Loga 
Bukan Aluminium Sia 
Pasang Untuk Bangunan 

13.Industri Barang dari Log 
Aluminium Siap 
Untuk Bangunan 

14. Industri Konstruksi Bera 
Siap Pasang dari Baja Untu 
Bangunan 

15.Industri Barang dari Log 
Siap Pasang 
Konstruksi Lainnya 

16.Industri Tangki, Tandon Air 
dan Wadah dari Logam 

17.Industri Generator Uap, 
Bukan Ketel Pemanas 

18.Industri Senjata dan Amunisi 
19. Industri 

Pengepresan, 
dan Pembentukan Logam; 
Metalurgi Bubuk 

20.Jasa Industri untuk Berbag 
Pekerjaan Khusus Loga 
dan Barang dari Logam 

21. Industri Alat Potong d 
Perkakas Tangan 
Pertanian 

22.Industri Alat 
Perkakas 
Pertukangan 

23.Industri Alat Potong d 
Perkakas Tang an 
Digunakan dalam 
Tangga 

24.Industri Peralatan Umum 
25.Industri Ember, Kaleng, 

Drum dan Wadah Sejeni 
dari Logam 

26. Industri Barang dari Kawat 
27.Industri Paku, Mur dan Bau 
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28. Industri Brankas, 
Kan tor dan Sej enisnya 

29. Industri Peralatan Dapur d 
Peralatan Meja dari Logam 

30.Industri Keperluan Rum 
Tangga dari Logam Buk 
Peralatan Dapur d 
Peralatan Meja 

31. Industri Pembuatan Profil 
32.Industri Lampu dari Logam 
33. Industri Barang Log 

Lainnya Ytdl 
34. Industri Tabung 

dan Konektor Elektronik 
35. Industri Semi Kondektor d 

Komponen 
Lainnya 

36. Industri Komputer dan/ ata 
Perakitan Komputer 

37.Industri Perlengkap 
Komputer 

38. Industri Perlengkap 
Telepon dan Paksimili 

39.Industri Peralat 
Komunikasi Tanpa Kabe 
(Wireless) 

40.Industri Kartu Cerdas (Sma 
Card) 

41. Industri Peralat 
Komunikasi Lainnya 

42.Industri Televisi dan/ata 
Perakitan Televisi 

43. Industri Peralatan Perekam, 
Penerima dan Penggand 
Audio dan Video, Buk 
Industri Televisi 

44. Industri Peralatan Audio da 
Video Elektronik Lainnya 

45.Industri Alat Ukur dan Ala 
Uji Manual 

46. Industri Alat Ukur 
Uji Elektrik 

4 7. Industri Alat Ukur dan Ala 
Uji Elektronik 

48. Industri Alat Uji 
Proses Industri 

49.Industri Alat Ukur Waktu 
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Elektro tera pi 
52.Industri Peralatan Fotografi 
53. Industri Kamer 

Cinematografi Proyektor d 
Perlengkapannya 

54. Industri Teropong 
Instrumen Optik Bukan Kac 
Mata 

55. Industri Media Magnetik d 
Media Optik 

56. Industri Motor Listrik 
57.Industri Mesin Pembangki 

Listrik 
58. Industri Pengubah Tegangan 

(Transformatory, Pengub 
Arus iRectifien d 
Pengontrol Tegangan (Voltag 
Stabilizer 

59.Industri Peralatan Pengontro 
dan Pendistribusian Listrik 

60.Industri Batu Baterai Kerin 
(Batu Baterai Primer) 

61. Industri Akumulator Listrik 
62.Industri Baterai untu 

Kendaraan Bermotor Listrik 
63. Industri Kabel Serat Optik 
64.Industri Kabel Listrik d 

Elektronik Lainnya 
65. Elektrik Perlengkapan Kabel 
66. Industri Bola Lampu Pijar, 

Lampu Penerangan Terpusa 
dan Lampu Ultra Violet 

67. Industri lampu Ta bung Ga 
(Lampu Pembuang Listrik) 

68. Industri 
Penerangan untuk 
Transportasi 

69.Industri Lampu Led 
70.Industri Peralat 

Penerangan Lainnya 
71. Industri Peralatan Lis · 

Rumah Tangga 

Peralat 
d Elektromedikal 

50.Industri Peralatan Iradiasi/ 
Sinar X, Perlengkapan d 
Sejenisnya 

51. Industri 
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72.Industri Peralata 
Elektrotermal Rumah Tangg 

73.Industri Peralatan Pemana 
dan Masak Bukan 
Rumah Tangga 

74.Industri Peralatan 
Lainnya 

75.Lainnya Mesin Uap, 
dan Kincir 

76. Industri Motor Pembakar 
Dalam 

77. Industri Komponen 
Suku Cadang Mesin d 
Turbin 

78. Industri Peralatan Tenag 
Zat Cair dan Gas 

79. Industri Pompa Lainnya, 
Kompresor, Kran dan Klep/ 
Katup 

80.Industri Bearing, Roda Gig· 
dan Elemen Penggerak Mes· 

81. Industri Oven, Perapian d 
Tungku Pembakar Sejeni 
yang Tidak Menggunak 
Arus Listrik 

82. Industri Oven, Perapian d 
Tungku Pembakar Sejeni 
yang Menggunakan Aru 
Listrik 

83.Industri Alat Pengangkat d 
Pemindah 

84.Industri Mesin Kantor 
Akuntasi Manual 

85. Industri Mesin Kantor 
Akun tasi Elektrik 

86. Industri Mesin Kantor 
Akuntasi Elektronik 

87. Industri Mesin Fotocopi 
88. Industri Mesin dan Peralat 

Kantor Lainnya 
89. Industri Perkakas Tang 

yang Digerakkan Tenaga 
90.Industri Mesin untu 

Pembungkus, Pembotol 
dan Pengalengan 

91.Industri Mesin Timbangan 
92. Industri Mesin Pendingin 
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03.Industri Mesin Jahit ser 
Mesin Cuci dan Mes· 
Pengering untuk Keperlu 
Niaga 

04.Industri Mesin Tekstil 
05.Industri Jarum Mesin Jahit, 

Rajut, Bordir dan Sejenisnya 
06. Industri Mesin Penyiap 

dan Pembuatan Produk Kuli 
07. Industri Mesin Percetakan 
08. Industri Mesin Pabrik Kertas 
09. Industri Mesin Keperlu 

Khusus Lainnya 
10.Industri 

Bermotor Roda 
Lebih 

11. Industri 
Multiguna Pedesaan 

Mesin untuk Pengelas 
yang Menggunakan 
Listrik 

99. Industri Mesin Metalurgi 
00. Industri 

Penambangan, 
dan Konstruksi 

01. Industri Mesin 
Makanan, Minuman 
Tembakau 

Mesin untuk Pengerjaa 
Bahan Bukan Logam d 
kayu 

93.Industri Mesin 
Keperluan Umum 
Ytdl 

94.Industri Mesin Pertanian d 
Kehutanan 

95. Industri Mesin dan Perkaka 
Mesin untuk Pengerja 
Logam 

96. Industri Mesin dan Perkaka 
Mesin untuk 
Kayu 
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Gigi, Perlengkap 
Orthopaedic dan Prosthetic 

45. Industri Kaea Mata 
46.Industri Peralat 

Kedokteran dan Kedokter 
Gigi serta 
Lainnya 

4 7. Industri Alat Tulis 
Garn bar 
Perlengkapannya 

48.Industri Pita Mesin Tulis/ 
Garn bar 

49. Industri Kerajinan Ytdl 
50.Industri Peralatan untu 

Pelindung Keselamatan 
51. Industri Serat Sa but Kela pa 
52.Industri Produksi 

Radioisotop 
53.Industri Fabrikasi Eleme 

Bakar Uranium 
54.Industri Pengolahan Lainny 

Ytdl 

Operasi, Perawat 
Kedokteran dan Kedokter 
Gigi 

44. Industri Peralat 
Kedokteran dan Kedokter 

33. Industri Barang Perhias 
dari Logam M ulia Buk 
untuk Keperluan Pribadi 

34.Industri Barang Perhias 
dari Logam Mulia untu 
Keperluan Teknik dan/ ata 
Laboratorium 

35.Industri Perhiasan Mutiara 
36. Industri Barang Lainnya d 

Logam Mulia 
37.Industri Perhiasan Imitasi 

dan Barang Sejenisnya 
38. Industri Alat 

Tradisional 
39.Industri Alat Musik Buk 

Tradisional 
40.Industri Alat Olahraga 
41. Industri Alat Permainan 
42. Industri Mainan Anak-anak 
43.Industri Furnitur 



SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

HUKUM 

Generator dan Transformato 
64. Reparasi Baterai 

Akumulator Listrik 
65. Reparasi Peralatan 

Lainnya 
66.Reparasi Kapal, Perahu d 

Bangunan Terapung 
67. Reparasi Lokomotif 

Gerbong Kereta 
68.Reparasi Pesawat Terbang 
69. Reparasi Alat Angku 

Lainnya, Bukan Kendara 
Bermotor 

70.Reparasi Peralatan Lainnya 
71. Instalasi / Pemasangan Mesi 

dan Peralatan Industri 
72. Pengadaan U ap / Air 

dan Udara Dingin 
73.Produksi Es 
7 4. Pengelolaan 

Pembuangan Air 
Tidak Berbahaya 

75. Pengelolaan 
Pembuangan Air 
Berbahaya 

76. Produksi Kompos 
Organik 

Listrik, Motor 63. Reparasi 

55. Reparasi Produk Logam Sia 
Pasang untuk Bangunan, 
Tangki, Tandon Air d 
Generator Uap 

56. Reparasi Produk Senjata d 
Amunisi 

57. Reparasi Produk 
Pabrikasi Lainnya 

58. Reparasi Mesin 
Keperluan Umum 

59. Reparasi Me sin 
Keperluan Khusus 

60.Reparasi Alat Ukur, Alat Uji 
dan Peralatan Navigasi d 
Pengontrol 

61. Reparasi Peralatan 
Elektromedis 
Elektrotherapi 

62. Reparasi Peralatan Fotografi 
dan Optik 



SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH KARO 

Commerce) 
92.Aktivitas Pemrogram 

Komputer Lainnya 
93.Aktivitas Konsultasi 

Keamanan Informasi 
94.Aktivitas Konsultasi 

Perancangan Internet 
Things (IoT) 

95.Aktivitas 
Komputer dan Manajerne 
Fasilitas Komputer Lainnya 

96.Aktivitas Teknologi Informasi 
dan Jasa Komputer Lainnya 

Aplikasi 
Melalui 

Pengembang 
Perdagang 

Internet (E 

77.Daur Ulang Barang Logam 
78. Daur Ulang Barang Buk 

Logam 
79. Konstruksi Gedung Industri 
80.Reparasi Mobil 
81. Reparasi dan 

Sepeda Motor 
82. Penerbitan Surat Kabar, 

Jumal dan Buletin 
Majalah 

83. Penerbitan Piranti 
(Software) 

84.Aktifitas Produksi 
Video dan Program 
Oleh Pemerintah 

85.Aktifitas Produksi 
Video dan Program 
Oleh Swasta 

86.Aktifitas Pasca 
Film, Video dan Progr 
Televisi Oleh Pemerintah 

87. Aktifitas Pasca Produks · 
Film, Video dan Progr 
Televisi Oleh Swasta 

88.Jasa Penyedia Konte 
Melalui Jaringan Berger 
Seluler atau jaringan teta 
Lokal Tanpa Kabel deng 
Mobilitas Terbatas 

89.Jasa Multimedia Lainnya 
90.Aktivitas Pengembang 

Video Game 
91.Aktivitas 



SEKDA ASISTEN I PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA 

KARO 
HUKUM 

97.Aktivitas Pengolahan Data 
98.Aktivitas Hosting dan YBDI 
99.Portal Web dan/ata 

Platform Digital Tanp 
Tujuan Komersial 

00.Portal Web 
Platform Digital 
Tujuan Komersial 

01. Kawasan Industri 
02.Aktivitas 

Manajemen Lainnya 
03. Aktivi tas Keinsinyuran 

Konsultasi Teknis YBDI 
04. J asa Sertifikasi 

505.Jasa Pengujian Laboratoriu 
06.Jasa Inspeksi Periodik 

507.Jasa Inspeksi Tekni 
Instalasi 

08.Jasa Kalibrasi/Metrologi 
09.Jasa Commissioning Prose 

Industrial, Quality Assuranc 
(QA) dan Quality Control (QC) 

10.Analisa dan Uji Tekni 
Lainnya 

511.Penelitian 
Pengembangan 
dan Rekayasa 

12. Peneli tian 
Pengembangan Bioteknologi 

13.Penelitian d 
Pengembangan 
Pengetahuan Alam 
Teknologi 

14. Aktivitas 
Khusus 

15.Aktivitas Profesional, Ilmi 
dan Teknis Lainnya YTDL 

16.Aktivitas Penyewaan d 
Sewa Guna Usaha tanpa H 
Opsi Mesin dan Peralat 
Industri 

17.Aktivitas Penyewaan 
Sewa Guna Usaha tanpa Ha 
Opsi Mesin dan Peralat 
Industri Pengolahan 

18.Aktivitas Pengepakan 
519. Reparasi Komputer 

Peralatan Sejenisnya 



ASISTEN I 
KARO SEKDA 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA 

5 4 
PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

1. Pembangkitan Tenaga Listrik 
2. Transmisi Tenaga Listrik 
3. Distribusi Tenaga Listrik 
4. Penjualan Tenaga Listrik 
5. Pembangkit Transmisi, 

Distribusi dan Penjualan 
Tenaga Listrik Dalam Satu 
Kesatuan Usaha 

6. Distribusi dan Penjualan 
Tenaga Listrik Dalam Satu 
Kesatuan U saha 

7. Pengoperasian Instalasi 
Penyediaan Tenaga Listrik 

8. Instalasi Listrik 
9. Pengoperasian Instalasi 

Pemanfaatan Tenaga Listrik 
10. Aktivitas Keinsinyuran dan 

Konsultasi Teknis Ybdi 

3 2 
a. Perizinan 

Berusaha 
Ber basis 
Resiko 
Sektor 
Energi dan 
Sumber 
Daya 
Mineral 

1 

4 5 
1. Rekomendasi • pp 

/ Pertim bangan Nomor E 
Teknis Tahun 
Persetujuan Izin 2021 
Usaha • Permend 
Perdagangan ag 
Minuman Nomor 
Beralkohol (IUF 25 
MB) Bagi Tahun 
Distributor 2019 

III. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

1. Perdagangan Eceran 
Minuman Beralkohol Skala 
Usaha Menengah/Besru 
Toko Bebas Bea (TBB) 

3 2 1 

II. SEKTOR PERDAGANGAN 

Komunikasi 
521. Reparasi Alat-alat Elektronik 

Konsumen 
522.Reparasi Peralatan Rumah 

Tangga dan Peralatan 
Rumah dan Kebun 

523. Reparasi Alas Kaki dan 
Barang dari Kulit 

1524.Reparasi Furnitur dan 
Perlengkapan Rumah 

1525. Reparasi Barang Rumah 
Tangga dan Pribadi Lainnya 

520. Reparasi Peralatan 



SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

• PP No 5 
Th 2021 

• PP No 25 
Th 2021 

• Permen 
ESDM 
No 5Th 
2021 

• Permen 
ESDM 
No 10 Th 
2021 

• Permen 
ESDM 
No 11 Th 
2021 

• Permen 
ESDM 
No 10 Th 
2022 

1. Izin U saha Penyedia 
Tenaga Listrik Untu 
Ke pen tingan 
(IUPTLU) 

2. Izin U saha Penyedia 
Tenaga Listrik 
Ke pen ting an 
(IUPTLS) 

3. Izin Usaha Jasa Penunjan 
Tenaga Listrik (IUJPTL) 

4.Pengesahan Rencana Usah 
Penyediaan Tenaga Listri 
(RUPTL) 

5. Persetujuan Harga Jual d 
Sewa J aringan Tenaga Listri 

6. Perizinan Berusah 
Pengusahaan 
untuk 
Lang sung 

11. Penelitian d 
Pengembangan 
dan Rekayasa 

12. Pendidikan Teknik Swasta 
13. Aktivitas Penunjang Tenag 

Listrik 
14. Industri Kimia 

Organik yang Bersumbe 
dari Hasil Pertanian 

b. Perizinan 
Berusaha 
Untuk 
Menunjang 
Kegiatan 
Berusaha 
Sektor 
Energi dan 
Sumber 
Daya 
Mineral 

c. Bi dang 1. Izin Usaha Pertambang 1. Penghentian • PP Nomor 
Usaha Eksplorasi Sementara Izi 5 Tahun 
Pertamban a. Komoditas Mineral Buk Usaha 2021 
gan Logam Pertambangan • PP Nomor 
Mineral b. Komoditas Mineral Buk a. Eksplorasi 96 Tahun 
dan Logam Jenis Tertentu b. Operasi 2021 
Batubara c. Komoditas Batuan Produksi • Perpres 2. Izin Usaha Pertambang 2. Pengakhiran/Te Nomor 55 

Eksplorasi Perubahan rminasi Izi Tahun 
3. Izin Usaha Pertambang Usaha 2022 

Operasi Produksi Pertambangan Permen 
a. Komoditas Mineral Buk 3. Penetapan ESDM 

Logam Wilayah Izi Nomor 5 
b. Komoditas Mineral Buk Usaha Tahun 

Logam J enis Terten tu Pertambangan 2021 
b. Komoditas Batuan (WIUP) • Permen 

4. Izin Usaha Pertambang a. Komoditas ESDM 
Operasi Produksi Mineral Nomor 
Perpanjangan Bukan Lo am 



PP Nomor 
5 Tahun 

2021 

SEKDA KARO 
HU KUM 

ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 

1. Surat Keterangan Layak K3 
Bagi Peralatan, Pesawat 
Angkat dan Pesawat Angkut, 
Pesawat Tenaga dan 
Produksi, Pesawat Uap, 
Bejana Tekanan, Tangki 
Tim bun, Elevator/ Lift, 
Eskalator, Instalasi Penyalur 
Petir, Sarana Proteksi 
Ke bakaran dan Peralatan 
Lainnya yang Berisiko Tinggi, 
Pengendalian Bahan Kimia 
Berbahaya dan Lingkungan 
Kerja 

5 4 3 1 2 

IV. SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

7. Izin Semen tara 
Pengangkutan dan Penjualan 

8. Surat Izin Pertambangan 
Batuan (SIPB) 

9. Izin Usaha Pertambangan 
Rakyat (IPR) 

10. Izin Usaha Pertambangan 
Untuk Penjualan 
a. Komoditas Mineral Bukan 

Logam 
b. Komoditas Mineral Bukan 

Logam Jenis Tertentu 
c. Komoditas Batuan 

11. Izin Usaha Jasa 
Pertambangan (IUJP) Untuk : 
a. U saha J asa 

1827 
K/30/ME 
M/2018 

b. Komoditas 
Mineral 
Bukan Logam 
Jenis 
Tertentu 

c. Komoditas 
Batuan 

4. Penetapan 
Jaminan 
Pascatambang 

5. Pencairan 
Jaminan 
Pascatambang 

6. Penetapan 
Jaminan 
Kesungguhan 
Eksplorasi 

7. Penetapan 
Jaminan 
Reklamasi 

8. Pencairan 
Jaminan 
Reklamasi 

9. Pen eta pan Biaya 
Percetakan Peta 
dan 

5. Izin Usaha Pertambangan 
Operasi Produksi Perubahan 

6. Izin Pengangkutan dan 
Penjualan 
a. Komoditas Mineral Bukan 

Logam 
b. Komoditas Mineral Bukan 

Logam Jenis Tertentu 
c. Komoditas Batuan 

Pertambangan Inti Pencadangan 
b. Usaha Jasa Wilayah 

Pertambangan Non Inti 10. Penetapan 
d. Pencabutan Izin Usaha Tanda Batas 

Pertambangan Wilayah Izin 
Usaha 
Pertambangan 



PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

5 

SEKDA ASISTEN I 
KARO 

HUKUM 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 

Kerbau Perah 
7. Petemakan Babi 
8. Budi Daya Ayam Ras 

Pedaging 
9. Budi Daya Ayam Ras Petelur 

10. Pembibitan Ayam Lokal dan 
Persilangannya 

11. Budi Daya Ayam Lokal dan 
Persilangannya 

12. Pembibitan dan Budi Daya 
Itik dan/atau Bebek 

13. Pembibitan dan Budi Daya 
Burung Puyuh 

14. Pembibitan Ayam Ras 
15. J asa Penetasan Telur 
16. Perdagangan Besar Obat 

Farmasi untuk Hewan 
17. Perdagangan Besar Obat 

Tradisional untuk Hewan 
18. Perdagangan Besar Kosmetik 

untuk Hewan 
19. Perdagangan Besar Bahan 

Farmasi untuk Manusia dan 
Hewan 

3. Pembibitan dan Budi Daya 
Sapi Potong 

4. Pembibitan dan Budi Daya 
Sapi Perah 

5. Pembibitan dan Budi Daya 
Kerbau Potong 

6. Pembibitan dan Budi Daya 

1. Pertanian Tanaman Pakan 
Temak 

2. Perbenihan Tanaman Pakan 
Temak dan Pembibitan Bit 
(Bukan Bit Gula) 

4 3 
a. Bidang 

Usaha 
Petemakan 

2 1 

V. SEKTOR PERTANIAN 

2. Izin Kantor Cabang 
Perusahaan Pen em pa tan 
Pekerja Migran Indonesia 

3. Pencabutan Izin Operasional 
Perusahaan Penyediaan Jasa 
Tenaga Kerja 



PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

SEKDA ASISTEN I 
KARO 

HU KUM 

Lainnya 
11. Industri Penggilingan Aneka 

Kacang ( termasuk 
Leguminous) 

12. Industri Penggilingan Aneka 
Umbi dan Sayuran 
(termasuk Rhizoma) 

13. Industri Pati Ubi Kayu 
14. Industri Penggilingan Padi 

dan Penyosohan Beras 
15. Industri Penggilingan dan 

Pembersihan J agung 
16. Jasa Pemupukan, 

Penanaman Bibit/Benih dan 
Pengendalian Hama dan 
Gulma 

1 7. J asa Pascapanen 
18. Pemilahan Benih Tanaman 

untuk Pengembangbiakan 
19. J asa Pengolahan Lahan 
20. J asa Pemanenan 
21. Jasa Penyemprotan dan 

Penyerbukan Melalui Udara 
22. Jasa Penunjang Pertanian 

Lainnya 

Serealia dan 
Penggilingan 

Umbi Aneka 9. Pertanian 
Palawija 

10. Industri 
Gandum 

1. Pertanian J agung 
2. Pertanian Gandum 
3. Pertanian Kedelai 
4. Pertanian Kacang Tanah 
5. Pertanian Kacang Hijau 
6. Pertanian Serealia Lainnya, 

Aneka Kacang 
7. Pertanian Padi Hibrida 
8. Pertanian Padi In brida 

b. Bidang 
Usaha 
Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

20. Perdagangan Besar Bahan 
Baku Obat Tradisional untuk 
Manusia dan Hewan 

21. Perdagangan Besar Ala1 
Laboratorium Alat Farmasi 
dan Alat Kedokteran tmtuk 
Hewan 



I .. 

ASISTEN I . PEMRAKARSA 
PERANGKAT DAERAH KARO 

HU KUM 

23. Pertanian Aneka Kacang 
Hortikultura 

24. Pertanian Hortikultura 
Sayuran Daun 

25. Pertanian Hortikultura Buah 
26. Pertanian Hortikultura 

Sayuran Buah 
27. Pertanian Hortikultura 

Sayuran Umbi 
28. Pertanian Jamur 
29. Pertanian Hortikultura 

Sayuran Lainnya 
30. Pertanian Tanaman Bunga 
31. Pembibitan Tanaman Bunga 
32. Pertanian Buah Anggur 
33. Pertanian Buah-buahan 

Tropis dan Sub Tropis (Budi 
Daya dan Perbenihan) 

34. Pertanian Buah J eruk 
35. Pertanian Buah Apel dan 

Buah Batu (Poma and Stone 
Fruit) 

36. Pertanian Buah Beri 
37. Pertanian Sayuran Tahunan 
38. Pertanian Tanaman Semusirn 

Lainnya YTDL (Perbenihan) 
39. Pertanian Buah Semak 

Lainnya 
40. Pertanian Cabai 
41. Pertanian Tanaman Obat 

atau Biofarmaka Rimpang 
42. Pertanian Tanaman Obat 

a tau Biofarmaka Non 
Rim pang 

43. Pertanian Tanaman Hias 
44. Pertanian 

Pengembangbiakan Tanaman 
45. Pertanian Biji-bijian 

Penghasil Bukan Minyak 
Makan 

46. Perkebunan Tebu 
47. Perkebunan Tembakau 
48. Pertanian Tanaman pakan 

Ternak 
49. Pertanian Tanaman Semusim 

Lainnya Ytdl (Budi Daya dan 
Produksi Benih 



PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

SEKDA 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

HUKUM 

1. Sertifikat Cara Budi Day 
Temak yang baik 

2. Sertifikat Cara Pembibita 
Temak yang baik 

1. Perkebunan Lada 
2. Perkebunan Cengkeh 
3. Perkebunan Tanam 

Aromatik/ Penyegar 
4. Pertanian Tanaman 

atau Biofarmaka Rimpang 
5. Pertanian Tanaman Oba 

a tau Biofarmaka 
Rim pang 

6. Pertanian Tanaman Rempah­ 
Rempah, 
Aromatik / Pen ye gar, 
Obat Lainnya 

7. Perke bunan Karet 
Tanaman penghasil 
lainnya 

8. Pertanian Cemara 
Tanaman Tahunan Lainnya 

9. Industri Minyak Ment 
Kelapa Sawit (Crude Palm Oiij 

10. Industri Gula Pasir 
11. Industri Pengolahan Teh 
12. Industri Pengeringan d 

Pengelolaan Tembakau 
13. Pertanian Biji-biji 

Penghasil Minyak makan 
14. Pertanian Bit, Gula d 

Tanaman Pemanis Buk 
Tebu 

15. Pertanian Tanaman Berserat 
16. Perkebunan Bu 

Oleaginous Lainnya 

50. Pertanian Buah-buah 
Tropis dan Subtropis (Bud· 
Daya dan Produksi Beni 
Kurma) 

51. Pertanian Buah Biji Kacang­ 
Kacangan 

52. Perkebunan Buah Kelapa 
53. Perkebunan Buah Kelap 

Sa wit 
54. Pertanian Tanaman Untu 

Bahan Minuman 

d. Perizinan 
Berusaha 
Untuk 
Menunjang 
Sektor 
Pertanian 

c. Bidang 
Usaha 
Perkebunan 



PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

ASISTEN I SEKDA KARO 
HU KUM 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA 

1. lndustri Penggergajian Kayu 
2. lndustri Pengawetan Kayu 
3. Industri Partikel Kayu dan 

Sejenisnya 
4. Industri Kayu Lapis 
5. Industri Kayu Lapis laminasi 

termasuk decorative plywooa 
6. Industri Panel Kayu Lainnya 
7. lndustri Veneer 
8. Industri Kayu Laminasi 
9. Industri Kayu Bakar dan 

Pelet Kayu 
10. Industri Kimia Dasar Organik 

yang Bersumber dari Hasi 
Pertanian 

11. Industri Pengawetan Rotan, 
Bambu dan Sejenisnya 

12. Industri Pengolahan Rotan 
13. Industri Penggilingan 

Gandum dan Serelia lainnya 
14. Industri Penggilingan Aneka 

kacang (termasuk 
leguminous) 

15. Industri Penggilingan Aneka 
Umbi dan sayuran (termasuk 
Rhizoma) 

16. Industri Tepung Terigu 
1 7. Industri Pati Ubi Kayu 
18. Industri Berbagai Macam Pati 

Palma 
19. Industri Pati dan Produk Pati 

Lainnya 
20. Industri Penggilingan Padi 

dan Penyosohan Beras 

4 3 2 5 
a. Bidang 

Usaha 
Pemanfatan 
Hu tan 
(Skala 
Menengah 
dan Kecil) 

1 

VI. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

Certificate 
7. Izin Rumah Pengemasan 

Pen era pan 
yang baik 

Perkebunan 
4. Sertifikat 

Penanganan 
(PSAT) 

5. Sertifikat PSAT Produksi 
Dalam Negeri (PSAT-PD) 

6. Izin Keamanan PSAT / Healt~ 

3. Sertifikat Benih Tana.man 



ASISTEN I 
KARO 

HUKUM SEKDA 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 

• pp 
Nomor 5 
Tahun 
2021 

• pp 
Nomor 
22 
Tahun 
2021 

• Permen 
LHK 
Nomor 6 
Tahun 
2021 

PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

1. Pengumpulan Air 
Tidak Berbahaya 

2. Pengumpulan Air Limb 
Berbahaya 

3. Treatment dan Pembuang 
Air Limbah Tidak Berbahaya 

4. Treatment dan Pembuang 
Air Limbah Berbahaya 

1. Treatment dan pembuang 
Limbah Berbahaya 

21. Industri Penggilingan 
Pembersihan Jagung 

22. Industri Tepung Beras d 
Tepung J agung 

23. Industri Pati Beras 
Jagung 

24. Industri Minyak Mentah d 
Lemak Nabati 

25. Industri Minyak Mentah d 
Lemak dan Hewani 
Ikan 

26. Industri Pelet Kelapa 
27. Industri Gula Merah 
28. Industri Pengolahan 

Lainnya Bukan Sirop 
29. Industri Kakao 
30. Industri Produk Mas 

lainnya 
31. Industri Minuman lainnya 
32. Industri Damar Buat 

(resin sintetis) dan Bah 
Baku Plastik 

33. Industri Minyak Atsiri 
34. Industri Karet Remah ( Crum 

Rubbery 

1. Persetujuan 
Teknis di Bidan 
Pengelolaan 
Limbah Bah 
Berbahaya d 
Beracun Untu 
Kegiatan 
Pengumpul 
Limbah Bah 
Berbahaya da 
Beracun Skal 
Provinsi 

c. Bidang 
Usaha 
Pengelolaan 
Air Limbah 

b. Bidang 
Usaha 
Pengolahan 
Lim bah 
Bahan 
Berbahaya 
dan 
Beracun 



ASISTEN I 
KARO 

SEKDA 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 

2. Surat Kelayak 
Operasional d · 
Bi dang 
Pengelolaan 
Limbah Bah 
Berbahaya d 
Beracun U ntu 
Kegiatan 
Pengumpul 
Limbah Bah 
Berbahaya d 
Beracun Skal 
Provinsi 

d. Bi dang 1. Usaha Kehutanan Lainny PP Nomor 
Usaha (Pemanfaatan Jas 5 Tahun 
Pemanfatan Lingkungan Air Skala Mikro, 2021 
Jasa Kecil, Menengah dan Bes 
Lingkungan Pada Kawasan Konservasi) 
Pada 2. Usaha Kehutanan Lainny 
Kawasan (Pemanfaatan Jas 
Konservasi Lingkungan Energi Air Skal 

Mikro, Kecil, Menengah d 
Besar Pad a Kaw as 
Konservasi) 

3. Usaha Kehutanan Lainny 
(Pengusahaan Sarana Jas 
Lingkungan Wisata Al 
Pada Kawasan Konservasi) 

4. Usaha Kehutanan Lainny 
(Penyediaan Jasa Wisat 
Alam Pada 
Konservasi) 

5. Usaha Kehutanan 
(Penyediaan 
Lingkungan Air 
Kawasan Konservasi) 

6. Usaha Kehutanan Lainny 
(Penyediaan Jas 
Lingkungan Energi Air Pad 
Kawasan Konservasi) 

e. Bi dang 1. Pengusahaan 
PP Nomor Usaha Tanaman 
5 Tahun Perbenihan (Pengadaan dan 2021 Tanaman Benih) 

Hu tan 



Permen 
LHK 
Nomor 7 
Tahun 
2021 
Perm en 
LHK 
Nomor 8 
Tahun 
2021 

SEKDA ASISTEN I 

6. Surat 
Keputusan 
Pen eta pan 
Tern pat 
Penimbunan 
Kayu An tar 
Dalam Kawas 
Hu tan 

7. Persetujuan 
Tern pat 
Penampungan 
Kayu Olah 
(TPKO) 

8. Surat 
Keputusan 
Pen eta pan 
Tern pat 
Penampungan 
Terdaftar Ka 
Bulat (TPT-KB) 

Perizinan 
Berusaha 
Pemanfaatan 
Hutan (PBPH) 

5. Pengumpul 
Terdaftar HHBK 

Persetujuan 
Pelepasan 
Kawasan Hutan 

4. Rekomendasi 

KARO 
HU KUM 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA 

1. Persetujuan 
Pembuatan 
dan/atau 
Penggunaan 
Ko rid or 
Rekomendasi 
Persetujuan 
Penggunaan 
Kawasan Hut 
(PPKH) 

3. Rekomendasi 

1. Perizinan 
Pengolahan Hasil Huta 
Kayu (PBPHHK) Skala U sah 
Kecil dan Menengah 

2. Perizinan Berusah 
Pengolahan Hasil Hut 2. 
Bukan Kayu (PBPHHBK) 
Skala U saha Kecil da 
Menengah 

3. Perizinan Berusah 
Pemanfaatan Hutan (PBPH) 

4. Persetujuan Pemanfaat 
Kayu Kegiatan No 
Kehutanan (PPKKNK) 

5. Persetujuan Pengguna 
Kawasan Hutan (PPKH) 

2.Pengusahaan 
Tanaman 
(Pengadaan dan 
Bi bit) 

3.Pengusahaan 
Tanaman 
(Pengadaan dan Pengedar 
Benih dan Bibit 
Dimohon oleh 
Perseorangan dan 
Usaha Non Perseorangan) 

f. Bidang 
Penataan 
dan 
Pengelolaan 
Hu tan 



SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

g. Bi dang 1. Penerbitan Surat PP Nomor 
Penataan Keputusan 22 Tahun 
dan Kelayakan 2021 
Pengawasan Lingkungan 
Lingkungan (SKKL) 
Hid up 2. Pen er bi tan 

Rekomendasi 
Kelayakan 
Lingkungan 

VII. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 

l 2 3 4 5 
a. Perizinan 1. Penangkapan Pisces/ Ikan PP Nomor 

Berusaha Bersirip di Laut 5 Tahun 
Ber basis 2.Penangkapan Crustacea di 2021 
Resiko Laut 
Sektor 3.Penangkapan Mollusca di 
Kelau tan Laut 
dan 4. Penangkapan/ Pengambilan 
Perikanan Induk/Benih Ikan di Laut 

5. Penangkapan Echinodermata 
di Laut 

6. Penangkapan Coelenterata di 
Laut 

7. Penangkapan Ikan Hias Laut 
8.Penangkapan Biota Air 

Lainnya di Laut 
9.Penangkapan Pisces/Ikan 

Bersirip di Perairan Darat 
10.Penangkapan Crustacea di 

Perairan Darat 
11.Penangkapan Mollusca di 

Perairan Darat 
12. Penangkapan/ Pengambilan 

Tumbuhan Air di Perairan 
Darat 

13. Penangkapan/ Pengambilan 
Induk/Benih Ikan di 
Perairan Darat 

14.Penangkapan Ikan Hias di 
Perairan Darat 

15.Penangkapan Biota Air 
Lainnya di Perairan Darat 

16.Jasa Pas ca Pan en 
Penangkapan Ikan di Laut 

17.Jasa Pa sea Pan en 
Penangkapan Ikan di 
Perairan Darat 

18. Pembesaran Pisces/Ikan 
Bersirip Laut 

19. Pembenihan Ikan Laut 
20. Budidaya Ikan Hias Air Laut 
21. Budidaya Karang (Coral) 



SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

HU KUM 

22. Pembesaran Mollusca Laut 
23. Pembesaran Crustacea Laut 
24. Pembesaran Tumbuhan Air 

Laut 
25. Budidaya Biota Air Laut 

Lainnya 
26. Pembesaran Ikan Air Tawar 

di Kolam 
27. Pembesaran Ikan Air Tawar 

di Keramba Jaring Apung 
28. Pembesaran Ikan Air Tawar 

di Karamba 
29. Pembesaran Ikan Air Tawar 

di Sawah 
30. Budidaya Ikan Hias Air 

Ta war 
31. Pembenihan Ikan Air Tawar 
32. Pembesaran Ikan Air Tawar 

di Karamba Jaring Tancap 
33. Budidaya Ikan Tawar di 

Media Lainnya 
34. Pembesaran Pisces/Ikan 

Bersirip Air Payau 
35. Pembenihan Ikan Air Payau 
36. Pembesaran Mollusca Air 

Payau 
37. Pembesaran Crustacea Air 

Payau 
38. Pembesaran Tumbuhan Air 

Payau 
39. Budidaya Biota Air Payau 

Lainnya 
40. Ekstraksi Garam 
41. Industri 

Penggaraman/ Pengeringan 
Ikan 

42. Industri Pengasapan/ 
Pemanggangan Ikan 

43. Industri Pembekuan Ikan 
44. Industri Pemindangan Ikan 
45. Industri Peragian/ 

Fermentasi Ikan 
46. Industri Berbasis Daging 

Lumatan dan Surimi 
4 7. Industri Pendinginan/ 

Pengesan Ikan 



SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

HU KUM 

Lainnya 
53. Industri Pembekuan 

Air lainnya 
54. Industri Pemindangan 

Air Lainnya 
55. Industri 

/Fermentasi 
Lainnya 

56. Industri Berbasis Lumat 
Biota Air Lainnya 

57. Industri Pendingin 
/ Pengesan Biota Air Lainnya 

58. Industri Pengolahan Rumpu 
Laut 

59. Industri Pengolahan 
Pengawetan Lainnya 
Biota Air Lainnya 

60. Industri Minyak Ikan 
61. Industri Produk 

Lainnya 
62. Industri Krupuk, Kripik, 

Peyek dan sejenisnya 
63. Penampungan,Penjernihan 

dan Penyaluran Air Minum 
64. Penampungan d 

Penyaluran Air Baku 
65. Penyiapan Lahan 
66. Perdagangan Besar Hasi 

Perikanan 
67. Perdagangan Besar Hasi 

Olahan Perikanan 
68. Perdagangan Eceran Hasi 

Perikanan 

Pengasapan/ 
Biota Ai Pemanggangan 

48. Industri Pengolahan 
Pengawetan Lainnya Untu 
Ikan 

49. Industri Pengolahan 
Pengawetan Ikan dan Biot 
Air (Bukan U dang) dal 
Kaleng 

50. Industri 
Pengawetan 
Kaleng 

51. Industri Penggaraman/ 
Pengeringan Biota Ai 
Lainnya 

52. Industri 



PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

1. Surat Izin U saha Perikan 
(Komulatif diatas 5 GT, 
diatas 5 GT sampai deng 
30 GT, Sampai dengan 12 Mi 
Laut di wilay 
administrasinya) 

2. Surat Izin Usaha Perikan 
(Kumulatif di atas 
Perairan Darat di 
Kabupaten / Kota) 

3. Persetujuan 
Ka pal 
(Pembangunan Kapal Ba 
atau Modifikasi) 
dengan 30 GT, 
dengan 12 Mil Laut 
wilayah administrasinya 

4. Buku Ka pal Perikan 
(Sampai dengan 30 GT, 
Sampai dengan 12 Mil Lau 
di wilayah administrasinya) 

5. Surat Izin Penempat 
Rumpon (4 Mil Laut samp 
dengan 12 Mil Laut di 
wilayah administrasinya) 

69. Perdagangan Eceran Dagin 
dan Ikan Olahan 

70. Perdagangan Eceran 
Hias 

71. Perdagangan Eceran 
Ternak/ Unggas / Ikan 
Hewan Piaraan 

72. Angkutan Laut Dalam Negeri 
untuk Barang Khusus 

73. Angkutan Sungai dan Dana 
untuk Barang Khusus 

74. Aktifitas Profesional, Ilmi 
dan Teknis Lainnya Ytdl 

75. Aktifitas Kawasan Al 
Lainnya 

76. Wisata Tirta Lainnya 

b. Perizinan 
Berusaha 
Untuk 
Menunjang 
Kegiatan 
Berusaha 
Sektor 
Kelau tan 
dan 
Perikanan 



SEKDA KARO 
HU KUM 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA 

PP Nomo 
5 Tahun 
2021 
Permenh 
ub 
Nomor 
PM 12 
Tahun 
2021 

1. Angkutan Jalan Rel Wisata 1. Izin Traye 
2. Angkutan Jalan Rel Lainnya Angkutan Oran 
3. Aktivitas Pelayan Antar Linta 

Kepelabuhanan Sungai d Batas Negar 
Danau (ALBN) dan Ant 

4. Aktivitas Pelayana Kota An 
Kepelabuhan Penyeberangan Provinsi. 

5. Angkutan Sungai dan dana 2. Perubahan 
Liner (Trayek Tetap d Tanda Nomo 
Teratur) untuk penumpang Kendaraan 

6. Angkutan Penyeberang Bermotor 
An tar Kabupaten/Kot 
untuk penumpang 

7. Konstruksi Jalan Rel 
8. Aktivitas Penunjan 

Angkutan Perairan Lainnya 
9. Angkutan Laut Dalam Nege · 

Liner dan Tramper untu 
Pen um pang 

10.Angkutan Laut Luar 
untuk Barang Umum 

11.Penanganan Kargo (Bongk 
Muat Barang) 

12.Jasa Pengurus 
Transportasi (JPT) 

13. Angkutan Sewa Khusus 
14. An kutan Bus Khusus 

2 5 4 3 
a.Bidang 

Usaha 
Transportasi 

1 

VIII. SEKTOR PERHUBUNGAN 

6. Surat Tanda Keterang 
Andon ( dilaksanakan secar 
Nonelektronik) Samp · 
dengan Kumulatif 5 GT, n· 
atas 5 GT sarnpai dengan 3 
GT, Sarnpai dengan 12 Mi 
Laut di wilay 
administrasinya 

7. Tanda Daftar 
Perikanan 
( dilaksanakan 
N onelektronik) 
dengan kumulatif GT, 
Sampai dengan 12 Mil Lau 
di wilayah administrasinya. 

8. Surat Tanda Penangkap 
Ikan Andon (dilaksanak 
secara Nonelektronik) 
Kumulatif di atas 5 GT, 
Sampai dengan 30 GT, 
Sampai dengan 12 Mil 
di wilayah administrasinya. 



SEKDA 
PERANGKAT DAERAH KARO 

HU KUM ASISTEN I 

3. Angkutan Bus dalam Traye 
Lainnya 

4. Angkutan Bus Tidak Dal 
Trayek Lainnya 

5. Angkutan Sungai dan Dana 
Tramper (Trayek Tidak Teta 
dan Tidak Teratur) untu 
Pen um pang 

6. Angkutan Sungai dan Dana 
untuk Wisata dan Ybdi 

7. Angkutan Sungai dan Dana 
untuk Barang 
dan/ a tau Hewan 

8. Angkutan Sungai dan Dana 
untuk Barang Khusus 

9. Angkutan Laut Peraira 
Pelabuhan Dalam 
untuk Penumpang. 

10.Angkutan Laut 
Pelabuhan Dalam 
untuk Barang 

11. Angkutan Taksi 
12. Angkutan Penyeberang 

Perin tis 
Antarkabupaten/Kota untu 
Pen um pang 

13. Angkutan Bermotor untu 
Barang Umum 

14. Aktivitas Pelayan 
Kepelabuhanan Laut 

15. Aktivitas Tally Mandiri 
16. Angkutan Laut Dalam Nege · 

Pelayaran Rakyat 
1 7. Pengerukan 
18. Penyiapan Lahan 
19. Angkutan Sungai dan Dana 

untuk Barang Berbahaya 
20. Angkutan Bus Antarkot 

Dalam Provinsi (AKDP) 
21. Angkutan Antarkota Dal 

Provinsi (AKDP) Bukan Bus, 
dalam trayek 

22. Angkutan Darat 
untuk Penumpang 

23. Angkutan Penyeberang 
Umum 
Antarkabupaten/Kota untu 
Barang 



PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

SEKDA 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

ASISTEN I 

1. Persetujuan Hasil 
Dampak lalu 
(ANDALALIN) 

2. Izin Pembangunan Prasaran 
Perkeretaapian Umum 

3. Izin Operasi Pr a saran 
Perkeretaapian Umum 

4. Izin Operasi Saran 
Perkeretaapian Umum 

5. Izin Pembangunan Prasaran 
Perkeretaapian Khusus 

6. Izin Operasi Perkeretaapi 
Khusus 

7. Pengalihan Izin Operas· 
Perkeretaapian Khusus 

8. Peningkatan Perkeretaapi 
Khusus (peningkatan panjan 
jalur kereta api, kelas jalu 
kereta api, kelas stasiu 
kereta api, dan/ atau fasilita 
operasi kereta api; dan/ ata 
menambah jumlah rangkaia 
kereta api khusus) 

9. Sertifikat 
Pembukaan Kantor Caban 
Siupal (Risiko 
Tinggi) 

10. Sertifikat 
Perubahan 
Siu pal/ Siopsus 
Menengah Rendah) 

11. Sertifikat 
Pemutakhiran 
Siupal/ Siopsus 
Menengah Rendah) 

12. Sertifikat 
Pembukaan Kantor 
Perusahaan Bongkar Mua 
Risiko Menen ah Rendah 

24. Angkutan Laut Dalam Nege · 
Perintis untuk Penumpang 

25. Angkutan Laut Dalam Negeri 
untuk Barang Umum 

26. Angkutan Laut Dalam Nege · 
Perintis untuk Barang 

27.Pergudangan d 
Penyimpanan Lainnya 

28. Angkutan Penyeberang 
Perin tis 
Antarkabupaten/Kota untu 
Barang 

Perizinan 
Berusaha 
untuk 
Menunjang 
Sektor 
Transportasi 



SEKDA ASISTEN I 
KARO 

HU KUM 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 

transportasi; 
3. Depo peti kemas; 
4. Tally mandiri: 
5. Angkutan perair 

pelabuhan; 
6. Penyewaan 

angkutan 
peralatan jasa terkai 
dengan angkutan laut; 

7. Perawatan dan perbaik 
kapal; 

8. Pengelolaan kapal; atau 
9. Keagenan kapal; 

10. Perantara jual beli 
dan/ atau sewa kapal. 

(Risiko Menengah Rendah) 
Skala Nasional, Provinsi. 

pengurus 

13. Sertifikat 
Pembukaan Kantor 
Perusahaan J asa Pengurus 
Transportasi (Risiko 
Menengah Rendah) 

14. Sertifikat 
Pembukaan Kantor Caban 
Perusahaan Depo Peti Kema 
(Risiko Menengah Rendah) 

15. Sertifikat Stand 
Pembukaan Kantor 
tally mandiri 
Menengah Rendah) 

16. Sertifikat 
Pembukaan Kantor Caban 
Angkutan Perairan Pelabuh 
(Risiko Menengah Rendah) 

1 7. Sertifikat Stand 
Pembukaan Kantor Caban 
Angkutan Perairan Pelabuh 
(Risiko Menengah Rendah) 

18. Sertifikat Stand 
Pembukaan Kantor Caban 
Penyewaan Peralat 
Angkutan Laut atau Peralat 
Jasa terkait dengan Angkut 
Laut (Risiko Menenga 
Rendah) 

19. Sertifikat 
Pemutakhiran 
tahunan: 

1. Perusahaan 
muat; 

2.Jasa 



SEKDA ASISTEN I 
KARO 

HU KUM 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 

transportasi; 
3. Depo peti kemas; 
4. Tally mandiri; 
5.Angkutan 

pelabuhan; 
6. Penyewaan 

angkutan 
peralatan jasa 
dengan angkatan laut; 

7. Perawatan dan perbaik 
kapal; 

8. Pengelolaan kapal; atau 
9. Keagenan kapal; 

10. Perantara jual 
dan/ a tau sewa kapal 

(Resiko Rendah) Skal 
Nasional, Provinsi. 

21. Sertifikat Standard Rencan 
Pengoperasian Kapal Traye 
Tetap dan Teratur (liner) 
(Risiko Menengah Tinggi) 

22. Sertifikat Standard Rencan 
Pengoperasian Ka pal Omis · 
(Risiko Menengah Tinggi) 

23. Sertifikat Standard Rencan 
pengoperasian Kapal line 
Deviasi (Risiko Meneng 
Tinggi) 

24. Sertifikat Standard Rencan 
Pengoperasian Kapal line 
Substitusi (Risiko Meneng 
Tinggi) 

25. Sertifikat Standard Rencan 
Pengoperasian Kap 
tramper/tramper Khusu 
(Risiko Menengah Tinggi) 

26. Izin Pembangunan/ 
Pengembangan Pelabuh 
Umum (Risiko Tinggi) 

7. Izin Pengoperasian Pelabuh 
Umum (Risiko Tinggi) 

28. Peningkatan Kemampu 
Pengoperasian Fasilita 
Pelabuhan dari Fasilita 
untuk Melayani 
Umum (general cargo/ 
multipurpose) Menjadi untu 
Melayani Angkutan Pe· 
Kemas (Risiko Meneng 
Tin 

pen gurus 

20. Registrasi Penutupan Kanto 
Pusat/ Cabang : 

1. Perusahaan 
muat; 

2.Jasa · 
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SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

1. Pengelolaan Goa 
2. Angkutan Jalan Rel Wisata 
3. Angkutan Laut dalam Negeri 

untuk Wisata 
4. Angkutan Laut Luar Negeri 

Untuk Wisata 

4 3 2 1 

IX. SEKTOR PARIWISATA 

Perpanj angan Pengoperasian 
Terminal Khusus/TUKS 
(Risiko Menengah Rendah) 

38. Sertifikat Standar 
Penyesuaian Terminal 
Khusus/TUKS (Risiko 
Menengah Tinggi) 

Standar 

Termina 
(Risikc 

Pengoperasian 
Khusus/TUKS 
Menengah Tinggi) 

36. Sertifikat Standar 
Perpanjangan Pembangunan/ 
Pengembangan TerminaJ 
Khusus/TUKS (Risiko 
Menengah Tinggi) 

37. Sertifikat 

29. Penetapan Peningkatan 
Kemampuan Pengoperasian 
Fasilitas Pelabuhan dari 
Fasilitas untuk Melayani 
Barang Umum (general cargo/ 
multipurpose) Menjadi untuk 
Melayani Angkutan Curah 
Cair, Curah Kering, 
Kendaraan, dan Roro (Risikc 
Menengah Tinggi) 

30. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan 
Penyiapan Lahan (Reklamasi) 
(Risiko Tinggi) 

31. Izin Kegiatan Kerja Keruk 
(Risiko Tinggi) 

32. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi 
(Risiko Tinggi) 

33. Sertifikat Standar 
Perpanjangan Persetujuan 
Kegiatan Kerja Keruk/Kerja 
Reklamasi/Kegiatan Kerja 
Keruk dan Reklamasi (Risikc 
Menengah Tinggi) 

34. Sertifikat Standar 
Pembangunan/ Pengembanga 
n Terminal Khusus/TUKS 
(Risiko Menengah Tinggi) 

35. Sertifikat Standar 
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SEKDA 

4 

• 

ASISTEN I 

') 
PEMRAKARSA 

KARO 
HUl.(UM 

PERANGKAT DAERAH 

I I 

1 2 3 
a. Perizinan 1. Industri Produk Obat 

Berusaha Tradisional untuk Manusia 
Ber basis (Usaha Kecil Obat 
Resiko Tradisional) Subsektor 
Kesehatan 

X. SEKTORKESEHATAN 

5. Angkutan Sungai dan Danau 
untuk Wisata dan YBDI 

6. Vila (bintang 2 dan 3) 
7. Restoran, dengan jumlah 

tempat duduk tamu 101 - 
200 unit 

8. Jasa Boga untuk suatu eveni 
tertentu 

9. Bar 
10. Penyediaan J asa Boga 

Periode Tertentu 
11. Hotel, dengan jumlah kamar 

tidur tamu 101 - 200 unit 
a tau jumlah karyawan 100 - 
200 orang 

12. Apartemen Hotel, dengan 
jumlah unit hunian tamu 
101-200 unit atau jumlah 
karyawan 100 - 200 orang 

13. Wisata Petualangan Alam 
14. Kelab Malam a tau Diskotek 

yang utamanya menyediakan 
makan minum 

15. Fasilitas Gelanggang/ Arena 
16. Klub Malam 
1 7. U saha Arena Permainan 
18. Diskotek 
19. Arung J eram 
20. Wisata Selam 
21. Wisata Memancing 
22. Aktivitas Wisata Air, Wisata 

Selancar Dayung dan Wisata 
Tirta Lainnya 

23. Wisata Dayung 
24. Wisata Olah Raga Minat 

Khusus 
25. Wisata Tirta Lainnya 
26. Aktivitas SPA (Sante Pm 

Aqua) 
27. Perizinan U saha Pariwisata 

Berbasis Risiko Menengah 
Tinggi 
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SEKDA ASISTEN I 
PERANGKAT DAERAH 

PEMRAKARSA 
KARO 

HUKUM 

1. Sertifikat Standar Penetap 
Penyelenggaraan UTD Kela 
Utama di RS Pemerint 
(tidak melalui OSS) 

2. Penetapan Penyelenggara 
Pemeriksaan Kesehat 
Calon Pekerja Migr 
Indonesia (CPMI) di Klini 
Utama 

3. Penetapan Penyelenggara 
Pemeriksaan Kesehat 
Cal on Pekerj a Migr 
Indonesia (CPMI) di Rum 
Sakit 

2. Aktifitas Pelayan 
Penunjang Kesehatan (Uni 
Tranfusi Darah (UTD) Kela 
Utama dan Laboratoriu 
Medis Kelas Pratama) 

3. Aktifi tas Rumah 
Pemerintah (Rumah 
Pemerintah Kelas B) 

4. Perdagangan Besar 
Farmasi untuk Manusi 
(Pedagang Besar Farmas · 
Ca bang) 

5. Perdagangan 
Laboratorium, 
dan Alat Kedokteran untu 
Manusia (Caban 
Distributor Alat Kesehatan) 

6. Perdagangan Besar Bah 
Farmasi untuk Manusi 
dan Hewan (Pedagang Bes 
Farmasi Cabang) 

7. Aktivitas Rumah 
Swasta (Rum ah 
Swasta Kelas B) 

8. Perdagangan Besar 
Tradisional untuk Manusi 
(Pedagang Besar Oba 
Tradisional) 

9. Perdagangan 
Kosmetik untuk Manusi 
(Pedagang Besar Kosmetika) 

b. Perizinan 
Berusaha 
untuk 
Menunjang 
Kegiatan 
Berusaha 
Subsektor 
Kesehatan 



yGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ( 

Pergub 
Kalbar 
Nomor 38 
Tahun 
2019 

1. Standar 
Operasional 
Prosedur 
Penerbitan 
Pertimbangan 
Teknis Surat 
Keterangan 
Penelitian/Pend 
ataan 

2. Rekomendasi/ S 
urat Keterangan 
Penelitian / Pend 
ataan 

5 4 1 2 3 

PP Nomor 
5 Tahun 
2021 

XII. SEKTOR PEMERINTAHAN UMUM 

1. Izin Pengusahaan Sumber 
Daya Air (Wilayah Sungai 
Lintas Kabupaten/Kota) 

2. Izin Pemanfatan dan 
Penggunaan Bagian-Bagian 
J alan (Bagian-bagian J alan 
Provinsi) 

a. Perizinan 
Berusaha 
Untuk 
Menunjang 
Kegiatan 
Berusaha 
Sektor 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 
Rakyat 

Penyuluhan Perusahaan 
Rumah Tangga (PRT) Alat 
Kesehatan dan PKRT 

6. Sertifikat Pelatihan 
Pengelolaan Toko Alat 
Kesehatan yang baik 

XI. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

Standar 5. Sertifikat 

4. Sertifikat Cara Distribusi 
Alat Kesehatan yang Baik 
(CDAKB) Cabang Distributor 
Alat Kesehatan 
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